
Pembe antasan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
; 

. ! 

Lemb Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
mana telah diubah beberapa kali terakhir 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

Perubahan, Kedua atas Undang-Undang 
Nomor Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

2. Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyel nggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
lndone ia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

i : I 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Mengingat 

I Bombana, 
I 
I I Pembentuk 
I 

I Pelaksana 
I 

erlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
, Kedudukan, · Organisasi dan Tata Kerja Unit 
eknis Daerah Pemadam Kebakaran pada 

I ' . 

I Satuan Poli i Pamong Praja Kabupaten Bombana; 

: I bahwa untu -rnenindaklanjuti · ketentuan Pasal 6 Peraturan 
i ·. 
I 

i Daerah Kab paten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang ! . . 
·.1 Pembentuk . dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Menimbang 

MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PE~BENTUKAN, KED DUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA 
UNIT PELAKSANA TE IS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN 

f 

PADA SATUAN POLIS! AMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA 

i .. 
' I 
i 

TENTANG 

PERAT RAN BUPATI BOMBANA 
NOMOR \Q TAHUN 2024 

B PA.TI BOMBAifA 
SULAWESITENGGARA 

-" =--·r 



engan' Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
; 

2019 t ntang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402); 

7. Peratur Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pamong Praja (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan 
Lembar n Negara Nomor 6205); 

6. Peratur Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lem bar Negara Nomor 5888), sebagaimana telah 

Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemeri tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor · 6 Tahun 2023 !entang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

(Lembaran Negara · Republik 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembar n Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparat r Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

2023 Nomor 141, Tambahan 
Negara Nomor 6897); 

Pemben ukan 'Kabupaten Bombana, Kabupaten 
dan . Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 

Indone ia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 

3. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
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l . ! 
! 

1i. Daerah ad lah Kabupaten Bombana. 

2;. Pemerin, Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

Bupati ini yang dimaksud dengan: Dalam Peratu 
f 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

~DUDUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA T KNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN PADA 

l 
SATUAN POLI I PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA 

i 
! 

PEMBENTUKAN, TENTANG BUPATI 

MEMUTUSKAN : 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
an Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. 

' 
' I 

PERATURAN 
! 
f 

Ka bu paten Atas Peraturan Daerah 

Menteri alam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubah atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 18 Nomor 157); 

9. Peratur Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 
tentang Nomenklatur Dinas Pemadam 
Kebakar n dan Penyelamatan Provinsi dan 
Kabupat n/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2 20 Nomor 283); 

10. Peratura Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 

Tahun 1 016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangk t Daerah Kabupaten Bombana (Lembar 
Daerah abupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) 

sebagai diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupte Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Betita egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036) s bagaimana telah diubah dengan Peraturan 

8. Peratur 
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Bagian Kesatu 

Pembentukan 

BAB II 

EMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI 

Pasal 2 

bengan Pera uran Bupati ini dibentuk organisasi dan tata 
kerja Unit P laksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran 
' 
pada Satu Polisi Pamong Praja Kabupaten Bombana 

I 

1adalah UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bombana. 
I 
i 
i 

tugas yang berkaitan dengan pelayanan 
yang berdasarkan pada keahlian dan 
tertentu. 

I fungsi d 
' fungsional 

i keterampil 

disingkat epala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana 
adam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong 

i Praja Kab paten Bombana. 
! 

9. Jabatan fu gsionaladalah sekelompokjabatan yang berisi 
t 

' ' 8. it Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya 
i 

asional dan/atau kegiatan teknis penunjang teknis 
tertentu. 

i. Unit Pelak ana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat 
! 
t 

UPTD ad ah organisasi yang melaksanakan kegiatan 

Bombana. 

5. Perangkat Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupatel Bombana. I° Kepala P:r angkat Dae rah adalah Kepala · Satuan Polisi 
. , Pamong P aja yang selanjutnya disingkat Kasatpol PP 

adalah Ke Polisi Pamong Praja Kabupaten 

urusan pemerintahan yang menjadi 
daerah otonom. 

3. Bupati ad lah Bupati Bombana. 
I 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
I 
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c. Kel · mpok Jabatan Fungsional. 
(2) Bagan trukur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud 

pada yat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak 
terpis kan dari Peraturan ini. 

ala Sub Bagian Tata Usaha; dan b. 
a. 
atas: 

(1) n organisasi UPTD Pemadam Kebakaran terdiri 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
S sunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

(3) UPTD erupakan bagian dari Perangkat Daerah. 
terten 

(1) UPTD · ipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah 
dan be tanggungjawab kepada Kepala Satpol PP. 

(2) UPTD dalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis 
dan/ atau kegiatan teknis penunjang 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

BAB III 
EDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

. TU GAS DAN FUNGSI 

Pasal 3 
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam 
Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Bombana b rdasarkan hasil perhitungan beban kerja adalah 
UPTD Pem dam Kebakaran Kabupaten Bombana. 
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(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat ( 1) huruf b, mempunyai tugas 

Pasal 7 

sanakan tugas lainnya yang diperintahkan 
inan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

f. 

e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan 

sete pat 
pen nggulangan 

dan sosialisasi ke masyarakat 
tata cara pencegahan dan 
bencana kebakaran serta 

penyelamatan terhadap bencana 
aran.: bencana alam dan bencana lainnya; 

d. 

penyelamatan terhadap bencana 
aran, bencana alam dan bencana lainnya pada 

wil ah kerjamasing-masing; 
c. Per olongan pertama akibat kebakaran dan bencana 

lain termasuk evakuasi pada wilayah kerja masing- 

ggulangan kebakaran bencana serta 
b. 

Daerah . 
(2) Dalam tenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada I;at (1), Kepala UPTD Pemadam Kebakaran 
menyel nggarakan fungsi : 
a. per ncanaan perumusan kebijakan teknis dibidang 

pen egahan . dan penanggulangan bencana 
keb aran serta pertolongan dan penyelamatan 
ter adap bencana kebakaran, bencana alam dan 
ben ana lainnya pada wilayah kerja masing-masing; 

sanaan kegiatan operasional pencegahan dan 

(1) Kepala UPTD Pe madam Kebakaran sebagaimana 
d dalam Pasal 5 ayat ( 1) huruf a, melaksanakan 

teknis operasional pemadam kebakaran 
berdas kan kewenangan yang diberikan Perangkat 
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(3) Jumlah · abatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban 
kerja. 

(4) Jenis. j, atan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)1 diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan 
yang be laku. · · 

( 1) Fungsional terdiri · dari sejumlah 

Aparat r Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional 
yang te bagi dalam berbagai kelompok · sesuai dengan 
keahli . , kebutuhan · 'dan keterampilan yang sesuai 

etentuan yang berlaku. 
(2) Kelomp k jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada a at (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam 

akan tugasnya bertanggungjawab kepada 

Pasal 8 

BAB IV 
LOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

sanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan. f. 

oran hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 
; dan 

e. 

dinas, kepegawaian, keuangan, aset, 
evalua idan pelaporan kegiatan UPTD. 

(2) enyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
menyel nggarakan fungsi : 
a. mpulan dan pengelolaan data kegiatan untuk 

pe musan penyusunan program dan anggaran 
sert pengelolaan keuangan; 

b. pel ksanaan surat menyurat dan kearsipan; 
c. pen elolaan urusari kepegawaian UPTD; 
d. pen elolaan keuangan meliputi anggaran, 

pe bukuan dan perbendaharaan; 

urusan persuratan, pengelolaan akan 
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. i 

i 
. ' i 

sanakan tugas, Kepala UPTD dibantu oleh 
agian Tata Usaha dalam rangka memberikan 

epada bawahannya wajib mengadakan rapat 

Pasal 11 

membe ikan petunjuk teknis kepada bawahannya. 

bawah nya, · wajib diolah dan dipergunakan sebagai 

bahan ntukmenyusun laporan lebih lanjut dan untuk 

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari 

Perundang- ketentuan diperlu an sesuai dengan 
. . 

Undan an yang berlaku. 

_ wajib mengawasi pelaksanaan tugas 
masing-masing dan apabila terjadi 

mengambil langkah-langkah yang 
nya 

bawah 
Kepala 

· bawah 

I 
-; i (2) 

I 
I 
I 

I 
I 
[ 

-1 (3) , I - I 
, I 

! 
I 

I 
I 

- I 
r 

i 
I 
f 
i 

I 
I 
Dalam mel 
I 
I 

Kepala Sub 
I 
bimbingan 

. I 
I 

berkala. 

wajib bertanggungjawab memimpin dan 
bawahan - serta memberikan 

dari bagi pelaksanaan tugas 

(1) 
Pasal 10 

Dalam mel sariakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub 
Bagian Tat Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 
menerapka · prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam ingkungan masing-masing maupun antar satuan 
organisasi · ilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan 
instansi lai diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas 

BABV 

TATf'\KERJA 
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(1) Kepan katan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam 
jabat struktural Kepala UPTD berpedoman pada 
Pera an Perundang-Undangan yang berlaku. 

(2) UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
diang at dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan 
Kepal Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Kepal UPTD merupakan jabatan struktural yang 
uhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi 

jabata eselon IV/ a atau jabatan pengawas. 

(4) Petug s operasional dan tenaga fungsional diangkat dan 
diber entikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan 
wewe ang oleh Bupati atas usulan Kepala UPTD dan 

Perangkat Daerah induknya. 

BAB VI 
TAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Pasal 14 

KEPAN 

Kepala Su Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala 
UPTD dan enyampaikan laporan secara berkala tepat pada 
waktunya. 

Pasal 13 

Dalam hal K pala UPTD berhalangan, Kepala Sub Bagian Tata 
U saha mel sanakan tugas-tugas Kepala UPTD sesuai 
ketentuan P raturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Pasal 12 
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BERITA DAERAH KABUPATE BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR JO 
I 
I 

I 
i 
I 
! 

TEN BOMBANA, 

. i 
Diundangkan di Rumbia 

. I 

·pada tanggal, ::;>.or"~ 2024 
! 

SEKRETARIS DAERAH KABU 

. n\nt--1 

·\~NAR 

Ditetapkan di Rumbia 
pada tanggal, ~ MA(l-€"f 2024 

NO Pj. BUPATI BOMB~ 
1 
2 
3 
4 
5 EDY SUHARMANTO 

Pasal 15 

BAB VII 
KETENTUANPENUTUP 
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Peraturan Bup ti ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
i 
! Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
I pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
I 

dalam Berita D erah Kabupaten Bombana. 
I 



EDY SUHARMANTO 

Pj. BUPATI BOMBANA, 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA SUB BAGIAN 
TATAUSAHA 

KEPALA UPTD 

. I 

4 
3 
2 
1 

i 
BAGAN STRUKTUR ORG NISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

i 
PEMADAM KE AKARAN KABUPATEN BOMBANA 

LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI BOMBANA 

NOMOR IO TAHUN 2024 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, ORGANISASI 

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PEMADAM KEBAKARAN PADA SATUAN 

POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOMBANA 
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